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PENGANTAR PENULIS

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik 
yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. 

Pelbagai masalah dan fenomena sosial yang terjadi dapat didekati dan 
diselesaikan dengan kebijakan publik. Ada juga yang mengatakan bahwa 
Public Policy menjadi dimensi awal dalam perhatian administrasi negara, 
sehingga dapat menentukan arah umum untuk mengatasi isu-isu masya-
rakat, yang dapat dipakai untuk menentukan ruang lingkup permasalahan 
yang dihadapi.

Kebijakan publik mempunyai pengertian sebagai keputusan-keputusan 
yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis 
besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang 
mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas 
politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang 
banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas 
nama rakyat banyak.

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pela-
yanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh 
negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan 
orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewa-
jiban menyediakan pelayan publik, dan pada sisi lain menyeimbangkan 
berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan atas 
nama rakyat banyak.

Akhirnya, terselesaikannya buku ini tidak lepas dari dukungan banyak 
pihak. Karena itu, penulis harus mengucapkan terima kasih kepada semu-
anya, disertai doa semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan 
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dicatat sebagai amal saleh dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah 
SWT. Oleh karena itu, dengan terbitnya buku ini, mudah-mudahan dapat 
menambah khazanah intelektual kita. Penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran konstruk-
tif dari pembaca sangat dibutuhkan. 

 Samarinda, Juni 2026

 HM. Fauzi A. Bahtar 

 Abubakar Idham Madani
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BAB I
KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

Administrasi publik dan kebijakan publik seringkali digunakan sebagai 
dua term yang saling menggantikan. Bila ditinjau dengan seksama 

maka kedua term tersebut tidak hanya saling menggantikan tetapi lebih 
pada saling menunjuk. Artinya, keberadaan administrasi bisa dilihat seba-
gai induk dan kebijakan publik sebagai sub bagian. Dalam konteks ini, 
kita bisa melihat bahwa Kebijakan Publik menjadi salah satu konsentrasi 
dari Program Studi Administrasi Publik. Selain itu, kebijakan publik juga 
bisa dilihat sebagai produk, peran dan fungsi administrasi (administrator 
publik). Karena itu, bisa juga dikatakan bahwa kebijakan publik merupa-
kan kajian utama ilmu administrasi negara (Kridawati Sadhana, 2013: 1). 
Oleh karena itu, salah satu tugas dari Administrasi Publik adalah pembuat 
kebijakan atau Policy Maker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya 
para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Publik (masyarakat). 

Dalam khazanah studi ilmu-ilmu sosial (social sciences), Kebijakan 
Publik (Public Policy) sebagai yang kita kenal boleh dikatakan masih relatif 
muda. Sebab, secara historis, ia baru muncul sebagai sebuah subdisip-
lin yang menonjol baik dalam lingkup ilmu administrasi publik (Public 
Administration) maupun ilmu politik (Political Science) pada pertengahan 
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dasawarsa 1960-an. Sejak itu studi kebijakan publik kemudian terus berbe-
nah diri dan mengalami pertumbuhan yang amat pesat, sejalan dengan 
makin kompleksnya urusan-urusan pemerintahan dan makin dewasa-
nya ilmu administrasi publik dan ilmu politik tersebut (Solichin Abdul 
Wahab, 2008: 1).

Kebijakan publik itu sendiri bisa dibilang telah lama beserta kita dan 
awal keberadaannya pun sebenarnya dapat dirunut kembali sejak adanya 
peradaban manusia. Sejak itu kebijakan publik seolah menjadi bagian yang 
tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks aras 
mikro individual maupun konteks aras makro dalam kehidupan berma-
syarakat dan bernegara. Di Indonesia sendiri hampir setiap hari media 
elektronik (TV dan Radio) dan media cetak (surat kabar-surat kabar, baik 
lokal maupun nasional) bahkan tiada henti memuat beragam isu kebijakan 
publik (public policy issues) yang penting dan berdampak luas pada masya-
rakat (Solichin Abdul Wahab, 2008: 3).

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor 
pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusi-
nya. Tidak hanya itu, kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi 
masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak 
jarang kebijakan merupakan hasil “karya” yang bersifat tertutup. Dalam 
artian, kebijakan terjadi pada konteks politik yang tidak demokratik, 
sehingga keputusan sangat bersifat top-down. Ini bukan berarti di negara-
negara bersistem demokrasi, kebijakan tertutup tidak terjadi (Leo Agustino, 
2016: 2). Oleh karenanya, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh para 
aktor pembuat kebijakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang 
bersifat sempit, untuk merepresentasikan kepentingan golongan, agama 
atau kepentingan politik tertentu. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak 
bersifat publik lagi, meskipun terkadang harus dilaksanakan secara luas. 
Ini karena keputusan yang dihasilkan hanya mewadahi kepentingan sege-
lintir orang saja.
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BAB II
AKTOR DALAM PERUMUSAN 

KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam perumusan kebijakan publik sudah pasti memiliki aktor yang 
merumuskan kewenangan yang ditetapkan. Para tokoh dan aktor ini 

memberikan pengaruh terhadap proses implementasi dengan cara yang 
digunakan secara masing-masing. Pada awal perumusan kebijakan pasti 
membutuhkan proses secara keseluruhan. Fase ini menentukan berhasil 
atau tidak penyusunan kebijakan publik untuk diterapkan di era selanjut-
nya. Setiap pembuatan kebijakan adalah suatu pengambilan keputusan, 
namun pengambilan kebijakan membentuk berbagai macam cara dan 
strategi terhadap berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai 
tujuan masing-masing (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022: 74).

Selain itu, kebijakan bersinggungan dengan banyak fenomena, baik 
politik, sosial, budaya, ekonomi, dan tak luput dari kepentingan yang 
bersentuhan dengannya. Tentu saja, yang pastinya akan bersinggungan 
dengan banyak aktor (state actor dan non-state actor atau elected officials 
dan appointed officials), ataupun institusi lainnya. Kendati begitu, secara 
umum ada beberapa aktor dan institusi yang terlibat secara aktif dalam 
perumusan kebijakan. Dan para perumus kebijakan ini kemudian diis-
tilahkan dengan nama ‘Aktor-aktor Kebijakan’ (Leo Agustino, 2016: 27).
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Aktor Negara
Aktor atau pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai 
wewenang yang sah untuk ikut serta dalam memformulasi hingga mene-
tapkan sebuah kebijakan. Walau dalam kenyataannya, beberapa orang 
yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan selalu tidak dapat 
melepas diri dari kendali orang lain, seperti pimpinan partai politik, kelom-
pok penekan, ataupun investor politik (terutama dalam konteks Pilkada). 
Merujuk pada kehidupan nyata, aktor pembuat kebijakan adalah; legis-
latif, eksekutif, dan yudikatif (James Anderson, 1990: 35). Oleh karena 
itu, aktor-aktor kebijakan ini mempunyai tugas yang berbeda satu sama 
lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkannya pun berbeda mengikut 
pada lembaga atau institusi masing-masing.

Dengan demikian, sangat penting bagi kita yang mempelajari kebi-
jakan publik untuk dapat membedakan antara pembuat kebijakan primer 
dan pembuat kebijakan sekunder (pendukung atau pelengkap). Pembuat 
kebijakan primer adalah aktor-aktor yang mempunyai kewenangan konsti-
tusional secara langsung untuk memformulasi atau membuat kebijakan. 
Mereka adalah anggota parlemen (legislatif) yang secara teoritik mempu-
nyai peran untuk itu. Walau begitu, bukan berarti aktor dan lembaga lain 
tidak dapat membuat kebijakan (Leo Agustino, 2016: 29). Sementara itu, 
eksekutif dan cabangnya di daerah juga dapat memformulasi kebijakan, 
sama halnya dengan para hakim yang dapat membuat kebijakan mengikat 
pada konteks peradilan.

Semua aktor adalah aktor-aktor penting dalam membuat kebijakan 
yang mengikat, meski dalam skala yang berbeda-beda. Aktor-aktor negara 
yang dapat memformulasi kebijakan yaitu:

Lembaga Legislatif
“Apa peran utama dari anggota legislatif?” maka jawaban yang selalu 
keluar dari bibir kita adalah membuat legislasi (produk hukum berupa 
kebijakan) Hal ini bukan berarti bahwa anggota legislatif hanya membuat 
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BAB III
PENDEKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Pendekatan dalam kebijakan publik menjadi penting, karena dari 
pemahaman inilah (pendekatan dalam kebijakan publik) dapat 

dipahami mengapa, misalnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) di Indonesia yang diselenggarakan mulai dari tingkat bawah 
sampai tingkat nasional, kurang berorientasi pada kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat. Bahkan terkadang aspirasi masyarakat hanya dijadikan rembug 
yang bersifat formalitas belaka, sebab tuntutan dan kebutuhan yang diaju-
kan oleh warga pada saat Musrenbang di tingkat desa, misalnya, tidak 
menghasilkan kebijakan yang mereka harapkan (Leo Agustino, 2016: 51). 
Oleh karena itu, untuk memahami mengapa aspirasi masyarakat yang 
telah digalang dari tingkat bawah hingga tingkat atas tidak berujung pada 
formulasi kebijakan seperti yang mereka sampaikan pada saat musyawarah 
tersebut. Tentu saja, ada dinamika di dalam proses pengambilan keputusan. 

Teori Sistem 
Kebijakan publik dipandang sebagai output dari sistem. Teori sistem, 
pada awalnya adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh para ahli 
biologi. Belakangan, sesudah di modifikasi di sana sini oleh ilmuwan 
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politik Amerika Serikat, David Easton yang kemudian ia terapkan untuk 
pertama kalinya pada studi politik atau studi kebijakan publik (Solichin 
Abdul Wahab, 2008: 118). Meski pada awalnya David Easton memper-
kenalkan teori sistem untuk memahami bagaimana suatu kolektivitas 
struktur politik, yang memiliki fungsinya masing-masing bekerja untuk 
mencapai tujuan negara, namun teorinya kini kerap digunakan oleh analis 
kebijakan untuk memahami proses pengambilan keputusan. Misalnya: 
Bagaimanakah masyarakat dapat mempengaruhi isi kebijakan? Mengapa 
tuntutan yang sudah diagendakan bisa bertukar dari tuntutan rakyat 
kepada tuntutan elit? Sejauhmanakah kebijakan publik dapat mempenga-
ruhi tuntutan rakyat? Kepentingan siapakah yang paling sering disikapi 
dalam sistem politik?.

Sistem politik, seperti yang diperkenalkan oleh David Easton (dalam 
Leo Agustino, 2016: 53) terdiri dari: 

Pertama, input (masukan) dalam sistem politik berasal dari lingkungan 
dan umpan balik berupa tuntutan (demands) dan dukungan (support). 
Tuntutan (demands) adalah klaim yang dibuat seseorang atau sekelompok 
orang pada sebuah sistem politik (dalam hal ini aktor kebijakan), untuk 
ditindaklanjuti guna diolah menjadi kebijakan dalam rangka memenuhi 
tuntutannya. Sebagai contoh, tuntutan masyarakat dalam konteks pela-
yanan publik. Warga dapat menggunakan mekanisme input dalam rangka 
menuntut pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi massal, 
kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, biaya kesehatan 
yang terjangkau, pembangunan perumahan murah, bahkan warga pun 
dapat menuntut pelayanan birokrasi yang tidak berbelit-belit. 

Sementara itu, support adalah dukungan yang diberikan kepada peme-
rintah, ketika suatu kelompok masyarakat merasa kebijakan yang difor-
mulasi dan diimplementasi oleh pemerintah bermanfaat bagi mereka. 
Dukungan warga dapat berupa mematuhi dan menjalankan keputusan 
pemerintah, bersedia untuk membayar pajak, mematuhi hukum yang 
berlaku, ikut terlibat secara aktif dalam pemilihan umum, dan lainnya. Oleh 
karena itu, dalam konteks kebijakan, tuntutan (demands) dan dukungan 
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BAB IV
NILAI-NILAI YANG MEMPENGARUHI 
PENGAMBILAN KEPUTUSANDALAM 

KEBIJAKAN PUBLIK

Meski kita tahu bahwa untuk membuat keputusan banyak nilai dan 
faktor yang mempengaruhi penentuannya, seperti; tekanan politik, 

kondisi ekonomi, persyaratan prosedural (proses), kompromi yang telah 
dibuat sebelumnya dengan kelompok tertentu, waktu, dan sebagainya, 
namun sejatinya keputusan dibuat melalui pilihan dan nilai yang berori-
entasi pada penyelesaian masalah. Menurut James Anderson (dalam Leo 
Agustino, 2016: 62), maka setidaknya terdapat lima nilai dalam pembuat 
keputusan atau kebijakan, sebagai berikut:

Pertama, Political Values (nilai-nilai politik), pembuat keputusan dalam 
menentukan kebijakan dapat mengorientasikan pilihan para pembuat 
kebijakan lainnya, untuk menyetujui pilihannya yang sebenarnya merepre-
sentasikan kepentingan partai politik, kelompok, atau golongannya. Hal 
seperti ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai politik dapat merangsek 
masuk dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para 
pengambil keputusan. Dalam konteks ini, keputusan diambil berdasarkan 
pada kalkulasi untung-rugi politik di mana kebijakan dipandang sebagai 
alat yang menguntungkan atau instrumen untuk mencapai tujuan politik 
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kelompok tertentu. Nilai ini terbangun sebagai bentuk afiliasi atau loya-
litas para pembuat kebijakan pada kelompok atau partai politik tertentu. 
Kesetiaan pada partai politik merupakan kriteria penting bagi sebagian 
besar anggota parlemen.

Para scholars ilmu politik sudah sering mempelajari dan mengevaluasi 
pembuatan keputusan dari sudut pandang tersebut di atas melalui pende-
katan political behavior (perilaku politik) dan political values (nilai politik). 
Melalui pendekatan political values, bahkan, keputusan yang dibuat akan 
diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan bagi, misalnya: 
organisasi buruh, aliansi petani, kelompok pergerakan pemuda, atau 
partai politik yang ada. Sebagai contoh: kebijakan daerah terkait dengan 
perbaikan jalan, pembangunan jembatan, sunatan massal, pemberian 
perahu bermotor kepada nelayan dan lain sebagainya, hanya beberapa 
saat sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan nilai politik 
yang dilakukan oleh incumbent (petahana) untuk dipilih kembali sebagai 
kepala daerah. Dengan demikian, nilai politik termasuk di dalamnya afiliasi 
pada partai tertentu biasanya dijadikan “alat diagnostic” (diagnostic tool) 
yang paling baik untuk mengetahui arah kebijakan yang akan diambil 
oleh partai tertentu, atau dapat digunakan oleh analis kebijakan untuk 
memahami bagaimana anggota parlemen (yang notabene sebagai anggota 
partai politik tertentu), akan mengambil keputusan dalam menyelesaikan 
suatu permasalahan.

Kedua, Organization Values (nilai-nilai organisasi), pembuat kepu-
tusan, khususnya birokrat, dapat juga dipengaruhi oleh nilai organisasi. 
Organisasi, seperti instansi pemerintah, menggunakan banyak mekanisme 
stick-and-carrot (hukuman dan hadiah) dalam upayanya untuk membujuk 
pegawainya agar menerima dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang 
ditentukan organisasi. Selanjutnya, keputusan individu diarahkan melalui 
pertimbangan seperti keinginan untuk melihat organisasinya tetap hidup, 
untuk meningkatkan atau memperluas program dan aktivitasnya, atau 
untuk menjaga kekuasaan serta hak-hak istimewanya.
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BAB V
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk 
tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan 

tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyeleng-
garaan pemerintahan. Pada sudut pandang lain, bahwa Studi Kebijakan 
Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam menga-
tasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasala-
han yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan 
birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan 
publik (Kridawati Sadhana, 2013: 102). Oleh karena itu, berdasarkan strati-
fikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan 
umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. 
Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat 
dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan 
kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Konsep Formulasi Kebijakan Publik
Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat 
dalam pada sifat-sifat (perumusan), permasalahan publik. Ini karena 
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(perumusan) permasalahan publik merupakan landasan dasar dalam 
merumuskan kebijakan sehingga arahnya menjadi benar, tepat, dan sesuai. 
Formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan yang paling penting 
dari proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena untuk melaku-
kan proses selanjutnya, yaitu implementasi dan evaluasi kebijakan hanya 
akan dapat dilakukan ketika proses perumusan kebijakan telah selesai. 
Keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan dalam 
mencapai tujuannya juga bergantung pada tahapan formulasi kebijakan. 
Oleh karena itu, formulasi kebijakan sebagai suatu proses yang dapat 
dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan (Dian Suluh Kusuma Dewi, 
2022: 109). Kegiatan yang pertama adalah memutuskan secara umum 
apa yang harus dilakukan atau perumusan kebijakan diarahkan untuk 
memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, 
suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses keseluruhan.

Formulasi kebijakan disebut juga dengan istilah perumusan kebijakan. 
Formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan kepu-
tusan kebijakan. Ini artinya, formulasi kebijakan menjadi langkah awal 
penting karena memberikan informasi pada para analis kebijakan dan 
decision-makers mengenai: Apa rencana yang akan dibuat untuk menga-
tasi suatu fenomena atau masalah publik? Apa tujuan dan prioritas yang 
hendak dituju dari formulasi kebijakan? Apakah tersedia alternatif-alterna-
tif kebijakan? Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif 
kebijakan yang tersedia tersebut? dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, 
yang harus dipahami adalah perumusan kebijakan merupakan turunan 
dari perumusan masalah yang telah diagendakan dalam agenda kebijakan. 
Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, 
metode, atau resep, yang dalam hal ini berupaya untuk menyelesaikan suatu 
masalah publik (Leo Agustino, 2016: 97).

Selain itu, dalam formulasi kebijakan, para analis kebijakan dan deci-
sion-makers akan selalu bersinggungan dengan upaya untuk merumuskan 
permasalahan yang benar dan memutuskannya, sehingga dapat dikerjakan 
guna menyelesaikan permasalahan tertentu. Dalam bentuk pertanyaan, 
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BAB VI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan pemerintah untuk 
melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu. “Apapun” yang dimak-

sud bisa berupa peraturan-peraturan (dalam berbagai hirarkinya), terma-
suk terjemahannya ke dalam berbagai perunjuk operasional, rencana 
program dan kegiatan, aktor/pelaku dan kelompok sasarannya. Dengan 
kata lain, suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar 
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian luas, 
implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi publik dimana 
aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara 
bersama-sama, untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan 
tujuan yang diinginkan (Kridawati Sadhana, 2013: 169).

Tentu saja, dalam praksisnya, dampak tersebut tidak selamanya sesuai 
harapan bahkan muncul dampak yang sama sekali tidak diharapkan 
(intended risk and unintended risk). Jadi implementasi kebijakan merupakan 
tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi 
kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan 
serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Proses implementasi kebijakan 
selama ini, seringkali bersandar pada realitas teknis, sebagai resolusi atas 
problem-problem sosial, kecenderungan positivistik, market oriented, 
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model top-down, merupakan realitas yang selalu ditemui pada setiap proses 
politik (kebijakan).

Dalam prakteknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses 
yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis, karena 
wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Oleh karena itu, merujuk pada 
sejarah perkembangan studi kebijakan, implementasi kebijakan publik 
yang saat ini kita pelajari merupakan generasi ketiga. Generasi pertama 
berkembang pada tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, di mana 
model implementasi kebijakan yang dikembangkan adalah top-down theo-
ries (disebut juga top-downers atau forward-mapping). Sementara generasi 
kedua berkembang antara tahun 1980-an hingga 1985, yang mengembang-
kan bottom-up theories-nya. Setiap teori tentu saja ada banyak scholars 
yang mengembangkannya, misalnya, teori top-down dikembangkan oleh 
beberapa sarjana seperti Wildavsky, van Meter & van Horn, Mazmanian 
& Sabatier, dan lainnya. Sedangkan teori bottom-up dikembangkan oleh 
Lipsky, Elmore, Hjern, dan lainnya, serta teori generasi ketiga (teori hybrid) 
dikembangkan oleh Gaggin, Ripley & Franklin, Winter, dan lainnya (Leo 
Agustino, 2016: 126).

Pengertian Implementasi Kebijakan 
Secara etimologis, kata Implementasi merupakan terjemahan dari kata 
bahasa Inggris “implementation”, yang berasal dari kata kerja “to imple-
ment”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Kridawati Sadhana, 2013: 
173), kata to implement berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal 
kata “impere” dan “plere”. Kata “implore” dimaksudkan “to fill up”, yang 
artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to 
fill”, yaitu mengisi. Sehingga kata to implement (mengimplementasikan) 
berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu), to give practical effect (menimbulkan dampak atau 
akibat terhadap sesuatu).

Jadi secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang 
bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana 
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BAB VII
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Term evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing 
menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebi-

jakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan 
penaksiran (appraisal), pemberian (rating), dan penilaian (assessment), 
kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam 
arti satuan nilainya (Dunn, 2003: 608). Evaluasi berkenaan dengan produksi 
informasi mengenai nilai/manfaat hasil kebijakan. Suatu hasil kebijakan 
dikatakan mempunyai nilai, karena hasil tersebut memberi sumbangan 
pada tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan atau program terse-
but telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa 
masalah-masalah kebijakan ditemukan dan diatasi (Kridawati Sadhana, 
2013: 243).

Evaluasi pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
program yang dilaksanakan yang akan digunakan untuk mempre-
diksi, menghitung dan memantau pelaksanaan program di masa yang 
akan datang agar jauh lebih baik. Dengan demikian, evaluasi lebih 
melihat ke depan daripada kesalahan masa lalu, dan diarahkan untuk 
meningkatkan peluang keberhasilan program. Evaluasi adalah upaya 
untuk mengukur dan mengevaluasi secara objektif pencapaian hasil 
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yang direncanakan. Hasil evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik 
terhadap perencanaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang 
(Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022: 139).

Menurut Lester & Stewart (dalam Leo Agustino, 2013: 164) evaluasi 
kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditun-
jukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu 
kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat. Namun pada 
dasarnya, ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan ada tiga 
hal yang perlu diperhatikan:

1.	 Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang 
valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk 
menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai 
hasil dari penggunaan instrumen tersebut.

2.	 Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau 
target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebi-
jakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang 
ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik, 
dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi 
harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut, 
benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang 
seringkali terjadi dalam prakteknya ialah tujuan telah tercapai tetapi 
masalah tidak selesai.

3.	 Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada 
kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi 
kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari peni-
laian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Hasil-
hasil dari penilaian evaluasi tersebut, dijadikan bahan belajar bagi 
para pelaku kebijakan yang lain. Karena itu, oleh banyak scholars, 
fungsi kebijakan yang satu ini lebih bersifat produktif. Karena tidak 
lagi menekankan pada kritik terhadap kekurangan yang ada, tapi lebih 
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BAB VIII
DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK

Konsep Dampak Kebijakan Publik
Setelah mengetahui kerangka pemikiran dari suatu studi implementasi, 
maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, evaluasi hasil yang ada 
dan dampak kebijakan yang terjadi. Dalam arti tersebut, maka akibat-aki-
bat yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan merupakan suatu kajian 
dampak kebijakan. Dampak dari kebijakan, akan terasa pada unit-unit 
sosial yang meliputi individu dan rumah tangga, kelompok atau organisasi, 
masyarakat dan lembaga serta sistem sosial (Kridawati Sadhana, 2013: 330).

Menurut William N. Dunn (dalam Kridawati Sadhana, 2013) ada 
empat dimensi dari evaluasi akhir, yaitu:

1.	 Value-focus, artinya lebih memusatkan diri pada nilai atau kepatutan 
dalam pencapaian hasil dari suatu kebijakan.

2.	 Fact-value interdependence. Maksudnya, disatu pihak evaluasi membe-
rikan tekanan yang sama antara fakta dan nilai. Di lain pihak, tingkat 
keberhasilan suatu policy dinilai tidak hanya dari bermanfaat tidaknya 
bagi seseorang atau suatu masyarakat, tetapi juga dari kemampuannya 
dalam memecahkan masalah tertentu.
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3.	 Present and past orientation. Orientasi evaluasi tidak hanya pada nilai 
sekarang, tetapi juga pada nilai masa lampau. Evaluasi tidak sama 
dengan rekomendasi yang berorientasi pada nilai yang akan datang.

4.	 Value-duality. Maksudnya, evaluasi mempunyai dua posisi; sebagai 
tujuan (ends) dan juga sebagai alat (means) sekaligus. Sebagai tujuan, 
evaluasi menghasilkan penilaian atas apa yang telah dicapai. Sebagai 
alat, evaluasi merupakan sarana untuk membuat rekomendasi.

Sedangkan, Hogwood (dalam Kridawati Sadhana, 2013: 332) 
melihat evaluasi dalam hubungan dengan perubahan masyarakat yang 
diharapkan terjadi sebagai dampak atau outcomes dari suatu kebijakan. 
Dampak dari suatu kebijakan tidak selalu sama seperti yang diren-
canakan semula. Ini hubungan dengan ketidakpastian lingkungan 
dan kemampuan administrasi dalam melaksanakan suatu kebijakan. 
Dalam praktek selalu ada keterbatasan untuk memahami suatu isu 
secara utuh. Sementara itu, juga perlu disadari bahwa kebijakan peme-
rintah bukan satu-satunya kekuatan, melainkan hanya salah satu dari 
sekian banyak kekuatan yang mempengaruhi perubahan masyarakat. 
Karena itu, suatu kebijakan tidak boleh berakhir hanya pada selesai-
nya pelaksanaan saja, tetapi harus ada evaluasi akhir atas dampak 
yang dihasilkan.

Oleh karena itu, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak 
segera maupun dampak jangka panjang. Karena itu, seorang evalua-
tor harus menyadari bahwa studi evaluasi, sebaiknya tidak dilakukan 
lama setelah dampak terjadi, karena akan ada kemungkinan dampak 
yang dikira akan muncul pada jangka panjang, ternyata muncul segera 
setelah program berakhir. Dengan demikian, evaluator tidak saja harus 
melihat efektivitas program, melainkan juga melihat berbagai dampak 
yang tidak diinginkan, dampak yang hanya sebagian saja yang diingin-
kan, dan dampak yang sama sekali bertentangan dengan dampak 
yang diinginkan. Selain itu, dampak juga bersifat agregatif dalam arti, 
dampak yang dirasakan secara individual mungkin akan merembes 
pada perubahan masyarakat, demikian pula sebaliknya. Dampak 
yang langsung mengenai organisasi atau kelompok dapat merembet 
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